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AJUDUL  : ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP BEBERAPA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
KERANGKA HUKUM BISNIS DI INDONESIA

B. PENDAHULUAN

erdapat :iga perkemhancan cRerert seny membaaz pergarth erbadan
perekonomian Indonesia sebagai akibat liberahisasi perdagangan. Pertame, disetujuinyva
hasil Putaran Uruguay. yang menghasiikan beberapa persetujuan yang meliputi GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade). GATS (General Agreement on Trade in
Services), TRIPS (Trade Related Aspects rg/‘h:ﬂ'h’t'fﬁcf( Properte Righis), TRIMS (frade
Related Aspects of  Investment Measires) serta persetujuan tentang dibentuknya WTO .
(World Trade Organization) pada tahun 1994, Sccara kescluruhan hal ini menanda
terbentuknya sistem perdagangan bebas vang bertugas menciutkan hambatan tartl dan
perdagangan. Indonesia telah meratifikasi perjangian. WTQO dengan Undang-Undany
Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3564). Dengan dernikian, -
secara yuridis formal Indonesia telah menundukkan dini pada Perjanpian Uruguay dan
dengan ratifikasi tersebut perjaniian WTO telah resmi masuk ke dalam sistem hukum
nasional, Ini berarti batiwa sistem hukum nasionat Indonesia di bidang pc'rn;iaganghn dan
segaia aspek vang terkait denga:{ perdagangan internistonal tefah menjadi bagie'n dan
sistem hukum perdagangan internasional. {}i'sumping Hu. setfap warga dan badan bukum
indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis wajib mentaati ketentuan  Perjanjian
Putaran Urugiia_v. | -

Kedua, Pemerintah Rl telah melakukan komumen pada Forum Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik (APC+ Asia Pacilic Fieonomie (‘m\pc.r;uiun} tentang liberalisasi
perdagangan dan investas vang akan berlaku pada tahun 2010 ok NCYgara-negar ma_t-u
dan tahun 2020 untuk negara-negara hcfkcmhang. Kesepakatan ncgara-ncgzira APLC
menggarisbawahi perjanjian GATT sebagai landasian komitmen bersama di kawasan Asia
Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas. | _

Ketiga, Kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk memberlakukan
AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003 _

Dengah_ kesepakatan—kesepakétan internasional tersebut, Indonesia berarti telah

mengambi! keputusan untuk semakin merenggangkan dan membebaskan kegiatan



perdagangan dan ekonominya menuju sistem ekonomi paszir yang lebih bebas dalam
kerangka persetujuan Marrakesh 1995 melalui upaya penyesuaian peraturan pe_rundang-
undangaq dengan standar internasional. Penyesua‘iaﬁ peraturan perundang-undangan
tersebut tidak lain menyangkut perangkat hukim bisnis' di Indonesia yang perluy
diperbaharui  dan disempurnakan agar tidak menimbulkan konflik hukum vang
IRMRINN -

Dergnnt om IR N S DRI TR IO RTINS B ST ORI IO
perdagangan yang beroricatasi pada mekanisme pasar. Orientasi pasar tersebut lebih
mendasarkan pada “consumer's needs” dan mendasarkan pada “the Law of ease of eniry,
ease of exit™” Oleh karena itu, fungsi negara di sini lﬁm_valuh sebagai fasilitator, bukan
regulator sebab pelaku bisnis adalah pihak swasta _\'angsdmula-mata untuk mcﬁcari.pro_ﬁl o,
(profite motive). Dengan demikian peraturan-peraturan - (hukum) vang dibuat harus

©  berorientasi pada kebutuhan pani pc_lakti bisnis. Dengan demikian Pemerintah R1 sudah
selayaknva memberikan kemudahan “marker access™ bagi prnduk—hrnduk ckypor melalui
upaya penurunan dan penghapusan taril’ bea masuk serta penghapusan non tarif.
mé'mperluas cakupan perdagangan internasional meliputi barang dan _iu.;:a termasuk
pengaturan tentang aspek-aspek dagang dari HAKI dan kebijakan investasi yang
berkaitan dengan perdagangan. ' ‘

Diundangkannya Undang-Undang, Tentang Perscroan Terbatas, Undang-Undany
Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Hak-Hak Alas Kekayaan Intelektual.
Undang-Undang Teatang Arbitrase dan Alternatil” Penyelesaian Sengketa Scbcnarn_vu
merupakan langkah konkrit dalam ﬁwngamisipasi perdagangan internasional di dalam

kerangka WTO. Di lain pihak beberapa kalangan akademis maupun praktisi mengkrtik n "

' Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah lukum bisnis it dibedakan dengan hukum ekonomi. Istiluh

Hukum Bisnis merupakan terjemahan dart dnsiness Jaw vang berasal dan Ametika Serikar Isitlah ini -
sebenarnva merupakan perluasan dan hukum dagang {commerciof sy Hal ind berbeda dengan hukum
ekonomi yang melibatkan pengaturan oleh organ adminisiratil dalam rangka kegiatan ekonomi Dengan.
demikian masalah-masalah seperti deregulasi. hukum lingkungan, hukum’ perlindungan  konsumen,
hukum pengadaan barang. dan perpajakan bukan fevmasuk ke dalaov ruang lingkup hukum bisnis,
melainkan masuk ke dalam ruang lingkup bukum ckonomi. Lihat Peter Mabmud Marzuki, Tangeapan
Pendidikan Tinggi Dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar Bebas. Paper disajikan dalam Forum
Komunikasi Bidang Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudavaan - Fak Hukum Undip. Ambarawa.
Tgl 18-21 Nopember 1996, h. 1-3. :

? Peter Mahmud Marzuki, Catatan Kuligh. Tg! 19 Marel 2001, luga dikaiakan bahwa isitiah liberalisasi
yang dimaksud adalah bukan liberalisasi seperti vang rerjadi pada masa abad pertengahan vang ingin
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khususnya terhadap Undang-Undang No. | Tahun 1967 Téntang Penanaman Modal
Asing dan Undang"Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan liberalisasi perdagangan.

Di dalam tulisan ini dicoba untuk mengkaji kembali terhadap produk undang-
undang yang tclah melakukan penyesuaian terhadap instrumen-instrumen persetajuan
internasional dalam kerangka WTO wmaupun aturan-aturan hukum yang belum
mengalami penyesuaian. Produk undang—undang tersebut adalah Undang-Undang No. |
Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Kekayaan Intclektual (Undang-
Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang No, 13 Tabun 1997
Tema_ﬁg‘Paten, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Undang-Undang
No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000
Tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 Tentang Sirkit Terpadu)
dan dua undang-undang vang belum dilakukan pembabarvan vaitu Undang-Undang No,
§ Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Und:mg-Undang No. | Tahun 1967
Tentang Penanaman Modal Asing, |

Kajian. hukum terhadap beberapa undang-undang tersebut dilakukan sccara
komprehensit’ sedangkan pendcku'lann_\'n.' adalah pendekatan sormatit mengingat 1L1_'|U;\|i_
hukum adalah : /) 7o create social order: 2 Seading disputes: 3) Preserving ermnm'_.:
Sudah tentu, tidak mungkin mcmunalisis secara komprehensd” terhadap  beberaya
perundang-undangan tersebut tanpa terlebih dahulu mengetahu thLIdpd kondisi atau

‘kelemahan dari masing- nmsmsb undmm und.mL tersebut.

C. KERANGKA TEORI

{. Globalisasi Exonomi

*

Berbicara mengenai globalisasi” sesungguhnya berbicara pula tentang globalisasi
komunikasi dan informasi. Globahisasi i telaiv mempengaruhi sendi-sendi kehidupan

masyarakat. Tak luput pula berpengaruh pada kehidupan hukum di suatu negara. -

mengenyahkan serafus persen campur tangan negara. lnhcmlmaﬂ \ans. dlmakﬁud dl sini adaJa
liberalisasi dalam rangka globalisasi untuk menghilangkan barrier {hambatan) di bidang perdagangan.

Fbld



Dilihat dari sejarah negara-fiegara industri‘maju sesungguhnya dalam abad ke'18
telah terjadi internasionalisasi, setelah dalam abad ke 17 bangsa-bangsa itu sempat
menjajah wilayah-wilayah seberang lautan dan menjadikan daerah jajahan ini pasardn
baru untuk produk-produk yang dihasilkan, sekaligus juga tempat sumber bahan-bahan
mentah untuk diolah di pusat-pusat industri di negaranya masing-masing, Namun
demikian, proses produksi itu sendiri untuk schagian besar masih tetap dilangsungkan di
dalam negeri, sehingga E.J.Hobsbawn dalam buku “the Development of the World
Economy” mengatakan bahwa produksi, pabrik maupun industri, proscs
perckonomiannya masih tetap merupakan suatu lenomena nasional, "

Sejak dasawarsa 1950-an proses industrialisasi ini semakin menembus batas-batas
.wilayah negara nasional, hal mana dipercepat lag) olch semakin banyvaknya kcgialun
kerjasama ekonomi, bantuan ekonomi internastonal serta penanaman modal asing
Keharusan untuk semakin memperbesar produksi dan karena itu keharusan untuk’
memperluas pasaran, ditunjang oleh pencmuan-penemuan baru di bidang teknologi
komunikasi dan telekomunikasi mengakibatkan bahwa semakin banvak produk tidak lag
dihasilkan di satu negara, tetapi berbagai bagian dan komponcanya diproduksi di
sejumlah negara di mana biaya produksinva paling rendah.

Di samping itu juga semakin banyzik produksi tidak lagi sckedar ditujuka.n untuk
memeﬁuhi-kebutuhan pasar lokal. tetapi justru schalikn_\'zl 'pz"oduksi itu sengaja debuat
untuk ckspor ke luar negert. Semua i mengakibatkan tumbuhnya suatu pola pembagisn
kerja yang baru vang tidak lagi me{ihm dunia Int terpecah-pecah ke dalam negara-negara
besar dan kecil, masing-mésing deng;’in sistem ekonomi nasionalnyva vang s:ltu. sama lam

berbeda, tetapi bertolak dart paham dunia scbagai satu pasar global.

* Menurut Prof.G.J.H. van Hoof, Globalilsasi adalah suatu istilah untuk menguambarkan sualu proses vang
satu langkah lebib lamut daripada istilah “internasionalisasi”. Globalisasi dapat dikatakan memiliki dua
sisi atau dua arah. Di satu pihak. dalam konteks berlakunva suatu sistem hukum, globalisasi menunjuk
pada pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional suatu negara, atau berlakunva hukirm

- internasional dalam tatanan nasional. Di pihak lain. globalisasi juga berani bahwa hukum nasional juga
dapat mempengaruhi pembentukan dan ist hukum internasional terutama melalui perjanjian-perjanjian
internasional, Lihat “Sunaryati Hartono {ed.). Business_and the leual _ Profession_in_an Age of
Computerization__and _Globalization, Yayasan 11AM.. Demokrast dan Supremasi Hukum,  Alsnni,
Bandung, 2000, h. 48-49, . _ )

! Cambridge Journal of Economics Vol 3, 1979, h. 313 dikutip dari Peter Dicken. Global _Shift, Industrial
Change in a Turbulent World, Paul Chapman Publishing Ltd. London, 1988, h. 3.




Di bidang ekonomi, perusahaan multinasional atau dikenal dengan scbutan
perusahaan transnasional memegang peranan penting dalam pengembangan  arus
globalisasi® terutama oleh karena satu perusahaan transnasional, beroperasi di sekian
banyak negara. | '

Di samping perusahaan transnasional, negara-negara nasional sedikit banyak juga
berperan dalam mendorong arus globalisasi, khususnya apabila 'negara¥ncgara ini
bekerjasan{a secara erat dengan perusahaan-perusahaan transnasional, atau membentuk
organisasi ekonomi regional, '

Pada masa abad ke 20, arus regionalisme, pembentukan pasar bersama atau
kerjasama antar perusahaan asing dan nasional dalam “free trade area” semakin
mengembangkén arus globalisasi tersebut.” Awal abad ke 21 ini negara-negara berharap
globalisasi ind bisa tercalisir, |

Pada era globalisasi ini, di satu-pihak dapat menarik bmduk-pmduk Indonesia ke
pasaran dunia. apabila scmakin banvak komponen dari prhduk--prndxik vang palennya
dimiliki oleh perusahran transnasional, dapat dibuat di Indonesia. Di lain pihak.
sejauhmana pengusaha Indonesia dapat berperan dalam perdagangan global, yang pemain
utamanya adalah perusahaan transnasional dari negara industri maju.” Sebaliknya kita
tidak boleh menutup diri terhadap globéllisasi tni karena memang sudah merupakan |
realitas hidup yang tidak dapat dipungkuri. Yang penting adalah bagaimana dapat
menarik manfaat dari globaltsasi in1. Jangan smﬁpai negara kita terickan oleh perusahaan-
perusahaan transnasional. - - |

Dari sinilah diperlukan peranlran-pc:raturan hukum bisnis yang cukup jehi, untuk
di _.satu pthak mengembangkan kerjasama internasional di bidang ekonomi. tetapi di lain
“pihak memasang tambu-rambu Iyang cukup ampuh untuk melindungi masvarakat dan
pelaku-pelaku bisnis di Indonesia scsuat dengan kesepakatan-kesepakatan internasional |
yang telah kita buat,” ‘Dcngan demikian antara sistem ckoﬁomi dengan sistem hukum
saling berpengaruh. Oleh karena itu, upava pembaharuan atau penvesuaian hukum harus

disesuatkan dengan perkembangan sistem ckonomi vang terjadi.

“Lbid h Sdst.

"ibid. ' ' :

® Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana_Globalisast_Masyarakat_Dunia. Pidato
Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam [mu Hukum, UNPAD, Bandung, 1991, h. 32,

.



2. Pembaharuan Hukum
Pcmbaharuan hukum bukan Qekt‘dﬁf Imd.ll\an mu]'u_.ml: substansi hukum lama
dengan substansi hukum yang baru. Perkembangan hukum merupakan kensekuensi dan
perkembangan politik dan ckonomi."" Berdasarkan  pandangan tersebut  dapat
dikemukakan bahwa pembaharuan sebenarnya merupakan pembaharuan orientasi dan
nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian pembaharuan hukurh
harus diartikan sebagai men[,adOpSI milai-nifai hukum yang, baru sebagai akibat
perubahan nilai-nilai hidup burmasyarakal Nila-nilar hukum yang baru nnlnh yang
merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum vang baru."" .
Dengan demikian pembaharuan hukum bukanlah suatu kegiatan sistematis alau
akademis yang dikemas secara esictis semata-mata, melainkan suatu kegiatan vang harus
melibatkan profesional hukum maupun mercka yang ada di organisasi-organisasi dan
asosiasi profesi serta departemen teknis vang mewakili aspirasi pemakar hukum!
Pembaharuan hukum dapat dilakukan melahu pcrundung-undzmgan maupun peradilan,
mengadopsi praklck-pr\aktck vang terjadt dalam ndup twrnms_\'druk;u, mengkodifikasikan
sikap-sikap dan perilaku baru yang ada dalam masyarakat, atau meminjam pcrlimhmgan-
pertimbangan atau rafio decidendi pul-.mn putusan pengadifan asing unluk bidang -
hukum yang:- umvcrsal

_ ldustrialisasi telah berkembang dan menjadi cini budava vang modern. [_%udu;\_'n int
telah menggahtikan budaya lama vang bercorak agriris dan tradisional vang masih
banyak dipertahankan oleh masyarak’al negara-negara sedang berkembang, Sebenarnva
terdapat perbedaan antara budaya industri dengan budaya agr_ar.is tradisional. akan tetap
secara tepat Max Weber merumuskan bahwa budava modern diwarnai oleh konsep
rasional. Bertolak dari konsep inilah di dalam budava indusiri semua kegiatan diarahkan
untuk mencapai efisiensi, Sebaliknya dalam budava agraris tradisional vang dipentingkan

adalah mempertahankan harmoni. "

>1bid, h34. _

" Arthur Taylor von Mehren dan James Russel Gordly, The Civil Law Sysign. Little Brown apd
Company, Boston, 1977, h.3-17. leultp olels Petér Mahmud Marzuki, Tanggapan . gp.cit. h. 3.

"bid
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Beranjak dari kedua nilai ‘terscbut, dapai dikatakan bahwa apabila hukum ity
diderivasi dari nilai budaya agraris tradisional, hukum itu ditujukan untuk pencapaian

harmoni. Sebaliknya apabila hukum mewakili nilai budaya industri, hukum itu disusun

' uhtu_k mendapatkan efisiensi. Dengan demikian, esensi pembaharuan hukum merupakan

tindakan mengadopsi nilai-nilai hukum yang timbul dari nilai-nilai budaya industri yang
berorientasi pada pcncapaian efisiensi. Nilai-nilai initah yang menjadi landasan filosofi
bagi produk-pro:duk hukum baru yang menggantikan produk-produk hukum  vang
diderivasi dari nitai-nilai budaya agraris tradisional. " | |

Kiranya produk perundang-undangan Indonesia sckarang ini sedikit banyak tekah
berahjak. dari nilai-nilai budava industri. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Tentang |
Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing dapatlah dikatakan
beranjak dari budaya tersebut. Hanya saja masih terdapat pcrundan‘g-undangan. vang

merefleksikan nilai budaya agraris, misalnva Undang=Undang Pokok Agraria (UUPA).

D. ANALISIS |
D.1. Kondisi Beberapa Produk Hukum Bisnus Saat it
D.1.1. Undang-Undang Pokok Agraria il_)l‘.ldunu-Und:um No, 5 Tahun 1960)

Undang-Undang Pokok Agrana (disingkat UUPA) bercorak pada nilai budava
agraris padahal kita ketahui bahwa komitmen pemerintah RY teshadap WTO nuﬁrupak:m
refleks terha‘dap komitmen liberalisasi yvang bercorak pada nilai budava industri.

Sejak dikeluarkannva Undan'g-Umiang No. | Tahun 1967 vang diubah dan
discmpun.mkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tenang Penanaman Mndai
Asing dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1968 vang kemudian diubah dan discmpurnnkan
dengan UndanQ—Uﬁdanu No. 12 Tahun 1971 Tentang Penanaman Modal Dalam Neger
vang berorientasi pada pertumbuhan d\mmnn muncul kritik tentang periu tidakmyva Hak
Guna Usaha (HGU) untuk jangka \\qklu 100 tahun lebih umuk mumrmk Investor
menanamkan modalnya di Indonesia. _

Dalam kaitan int periu dipahami bahwa HGU. seperti hak-hak atas tanah iai_nn_\'a'

(HGB, Hak Pakai dl) mcmzing berbeda dalam kuahtasnva dengan hak milik. HGU vang




merupakan hak untuk mengusahakan tanah ;,-’un{; dikunsai Ihhgsung oleh negara, ada
jangka waktunya yaitu 25 — 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 25 tahun lagi
(Pasal 29 UUPA). Kemudian melaluo Peraturan Kepala-Badan Pertanahan Nasional
(BPN) No. 3 Tahun 1992 ditegaskan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu 35
fahun, dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun serta dapat dimohonkan
pembaharuannya selama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai 'dengan 25 tahun.. .
Dengan demikian, HGU dapat bertaku secara kumulatif selama 20 tahun, namun tidak

diperoleh secara otomatis. '.

Menurut Maria S.W.Sumardjono, redefinis! ketentuan HGU' dalam UUPA
tersebut cukup biiaklsana Tidak perlu UUPA dirombak atau direvist karena hal im tidak
relev'm untuk dilakukan. Asas-asas yang terkandung d’liam UUPA-masih relevan untuk
saat ini dan sesuai sifat UUPA scbagal undam_—undam pokok. maLa peraturan-peraturan:
pelaksanaannya yang perlu dilengkapi dan/atau dm,mmlmdk'm

_ Dengan adanya Lesmambunaan jangka waktu HGU dtharapkan agar Kepastian
berusaha lebih terjamin secara ayata dan bagi pemerintah tujuan untuk pengawasan
secara berkala pun tetap tercapai.

Menurut penulis, scbaiknya UUPA  dirubab mengingat banyaknya {umman
adanya penyesuaian substansinya lcrhnda;'} perkembangan vang ada. Kondist demikian
menciptakan kesenjangan antara amanat dan cita-cita UUPA dehgan pelaksanaan atau
realitas sosial yang berlangsung. Kesenjangan itu terjadi baik dalam tataran normauf
maupun empiris, o

Dalam tataran normatif, k;:scn]'angan itu ditandai oleh ketidak-konsistenan zinlara

“amanat dan semangat dan prinsip-prinsip UUPA dengan penjabarannya dalam peraturan
pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya akumulasi- penguasaan tanah, tanah
dianggap sebagai komoditi semata yang kurang memperhatikan nilai rehigius dan fungsi'
sosial atas tanah, pengabaian ierhadap hak-hak tradisional atas tanah masvarakat adat,
dan pengabaian dan kemerosotan kescjahteraan pemegang hak atas tanah vang terkena
pengambllahhan untuk kepentingan pembangunar, ’

Dalam tataran empiris, upava merubah strukiue p(,;nguasaan tanah vang sudah

_dimufai sebelum dan beberapa tahun setclah berlakunya UUPA tdak dapat terus

'* KOMPAS, 13 Maret 1993.



dilaksanakan secara efektif, Kektﬂ‘angbcrhasilan‘ini terkait‘dengan kebijakan makro
pémbangunan rezim orde baru sejak diberlakukannya Uﬁdahg—Undang No. 1 Tahun 1967,
dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1968 yang berorientasi-pada pertumbuhan ekonomi.
Tanah hanya dilihat dari nilai ckonominya semata, tanah tidak lagi difungsikan sebagai
faktor produksi namun ditempatkan scbagai sarana investasi dan spekulasi,

Globalisasi ekonomi juga mendorong munculnya isu tentang kepemilikan tanah
bagi warganegara asing dan pemilikan scrta peralihan hak atas tanah berdasarkan
mekanisme pasar. . | |

~ Menurut penulis, pemberian jangka waktu 120 tahun ini sudah sesuai dengan

globalisasi ekonomi dan hukum dan bisa memberikan dorongan bagi investor untuk

-menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian, pemerintah juga harus tetap

mengakui dan menghormati tanah yang memiliki nilai religius dan fungsi sosial termasuk
pula hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat serta diberikannya kemudahan akses

rakvat untuk memiliki dan memanfaatkan tanah schingga diharapkan dapat memenuhi

- rasa keadilan rakyat. Intinya adaiah agar segenap “stukcholder” diikutsertakan secara

aktf.

- Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan _\I-'ang hhnya mchgmamakan investor
sebagai konsekuensi ikut serta dalam pcrja.nj tan WO dengan mengabaikan srakeholder
akan ﬁwnjadi “eounter productive” bagi | pemenntah sendint vang selanpuinva akan
menciptakan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial vang pada akhirnva akan
membawa kemunduran bagi Bangsa Indonesia,

Kondisi demikian telah diakomadir di dalam pertimbangan rancangan undang-
undang pertanahan yang baru. Ada perubahan fundamental terhadap HGU vang
didasarkan pada UUPA. Menurut RUU pertanahan vang baru™ ini HGU dan 1IGB
berubah menjadi hak pakai (Pasal 45 RUU). 11ak pakai yang dimaksud adalah hak pakai
selama digundkan, hak pakai publik dan hak pakai dengan jangka waktu tertentu (Pasal
24 ayat | RUU). Untuk hak pakai dengan jangka waklu tertentu diberikan jangka waktu
selama-lamanya -50 tahun dan dapat diperpanjanag kembali selama-lamanya 23 tahun |

(Pasal 24 ayat 2 RUU). Dengan demikian jangka wiktu vang diberikan hantva 75 tahun,

'® Rancangan Undang-Undang Pertanahan. . BPHN. Taf 12 Mei 2001, Jakarta, 2001



Menurut penulis, pemberiaif jangka waktu 75 tahun me-rupakan suatu kemunduran
- dibandingkan dengan UUPA yang jama, selama jangka waktu tidak dapat dimohonkan
lagi dan diperpanjang kembali sefncrti yang terjadi pada UUPA yang lama. '

D.1.2. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang No, 1 Tahun

Di masa globalisasi ini, peran pcnanaman modal asing semakin krusial, apalagi
terhadap negara-negara yang sedang dalam taral membangun seperti Indonesia,
Persaingan untuk memperebutkan modal asing sckarang ini sudah semakin seru dengan
kompetisi yang cukup ketat, Berbagai insentit dan kemudahan untuk investor asing yang
“akan menanamkan modalnya di savtuu negara semakin diramu secara menarik. Akses
pasar dibuka lebar tidak terkécuali sektor vuridis vang Juga ditunfut untuk diperbaiki
terus menerus agar tidak menjadi “harrier” atau agar lida_k lcrﬁnggal dengan scktor
yuridis di negara-negara pesaing. China misalnva, hukumnya memberikan hak atas tanah
sampat 100 tahun, _ |

[stilah PMA sebenarnya tidak scmata-mata penanaman wodal secara langsung
tetapi juga PMA secara tidak langsung vang dilakukan melalui pembelian saham di pasar:
modal, PMA lewat pinjaman, PMA Kontraktual seperti fechmical assistunce, lisensi.
agency, bantuan mnnujcmcn,” Sedangkan PMA iﬁcm'n'l'u Pasal Undang-Undang No: |
Tahun 1967 adalah PMA sccara langsung. -

Undang-Undang No 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970

dikecam karena banyaknya restriksi investasi vang dibuat olch pémcrimah sepert

kebijakan tentang Dafar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanam Modal. Scbenarnva
dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 sudah mencerminkan
kebijakan investasi vang revolusioner. Peraturan ini merupakan perubahan signifikan
sekali dan telab menghapus persyaratan-persyaratan vang dapat dianggap sebagai TRIMS
(Trade Related Aspects of lnvestment Afeasires), vailu persyaratan pemilikan domestik
dan persyaratan ekspor. Kran mvestasi dibuka lebar kecuali untuk sektor-sektor vang

strategis. Namun demikian, Peraturan Pemerintah terscbut kemudian dirombak dengan

"7 Munir Fuadi, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prakick, Buku Ke Tiga, Citra .A\(ii':;\‘:l Bakii. 1996, h 11Y




Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 Tahun 2006 yang justn; -mclarang investasi asing.
di sektor multimedia dan pembatasan PMA untuk telekomunikasi. | |
Menurut penulis, akan lebih baik bila Keppres No. 96 Tahun 200 tersebut dicabut
- dan diberlakukan kembali Peraturan Pemerintah No, 20 Tahun 1994 mengingat peraturan
rpcmerintah' ini sudah sejalan perjanjian WTO khususnya TRIMS, Kebijakan-kebijakan -
invqsfasi di berbagai sektor hendaknya -befpihak kepada pasar (marker jriendiy) dan
kompetitif, serta berpihak pada perdagangari bebas.

" Hal lain yang perlu dilakukan pembaharuan oleh pemerintah di bidang nvestasi
adalah disatukannya Undang-Undang No. | Tahun 1967 dengan Undang-Undang No, 6
Tahun 1968. Bagi penulis, penvatuan ini penting dan sesuai dengan prinsip"‘nurr’mmt’.
treatment” terhadap PMA. | ' ' _

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas (PT) maka undangﬁndzmg i Juga berpengaruh terhadap PMA
(secara.langsung). Sebab dengan PMA seperti ini d_isyaratkan agar dibentuk suatu PT

vang tentu tunduk pula kepada Undang-Undang PT (ersebut.

D.1.3. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 Tahun

Undang-Undang Tentang PT merupakan produk  iklim  globalisasi  vang
~ menggantikan hukum PT lama vang sumir vaitu KUHD Indonesia (Pasal 36 sampai
.dengan Pasal 56) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan jaman..

Ada satu kemajuan dalam UncfanQ-Undahg PT ini vaitu ketentuan bahwa seluruh
saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada sadt pengesahan perseroan ini
diberikan oleh Menten Kehakiman. Ditentukan bahwa pcnucﬁahan ini harus sudah keluar
60 hari setelah diajukan permohonan (Pasal 9 avat 2). Sebelumnva, pc.ng:mahan memakan
waktu yang sangat lama (lebih dari satu tahun), ' |

Namun demikian, walaupun dikatakan ada kemajuan, ada satu hal yang periu
dikritisi apakah sanksinya bila ternvata pejabat vang bertanggung jawab untuk
pengesahan PT ini ternyata melebihi 60 hari. Pasal 9 avat 2 tidak menyvatakan adanyva
~ sanksi. Masalahnya akﬁn berlanjut mi'saln_va. bisakah diajukan wntulan ganti rugi apabilﬁ

ternyata tidak terpenuhinya jangka waktu 60 hari 7 Mungkinkah untuk dapat diajukan ke
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'PTUN (Pengadilan Tata Usaha Nepara) 7 Padahal berdasarkan ketentuan berperkara di
hadapan PTUN disyaratkan adanya suatu keputusan atau ketetapan (Pasal 53 Undang-
- Undang No. 56 Tahun 1986). . |

‘Masalah jangka waktu pengesahan ini penting dalam rangka Undang-Undang No.
I Tahun 1967 untuk men_iarn{n adanya kepastian hukum dan kepercayaan dari pelaku
bisnis yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia mengingat Pasal 3 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1967 yang menyalakan bahwa perusahaan yang menanamkan
modalnya di Indonesia harus berbentuk badan hukum (PT)

| Ketentuan lain yang perlu dikritisi adalah Pasal 11 dan Pasal 23. Pasal i1™ ini
dikawatirkan akan menghambat jalannnya perscroan dan kepercayaan pihak kctigﬁ untuk
mengadakan transakst hukum atau perbuatan hukum lainnya dengan sebuah PT vang
baru didirikan dengan akta notaris serta belum disahkan scbagai badan hukum dengan
diperolehnya ketetapan Menteri Kehakimaﬁ_ ‘ | ‘ '

Pasal 11 ini akan menghambat kebebasan berkontrak vang berlangsung dalam
prziktek antara satu PT yang sudah didirikan dengan akta notaris namun’ belum
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, Penjelasan Pasal 11 menyatakan,
mengingat RUPS biasanya hclunf dapat diselenggarakan segera - setetah PT disahkan.
maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh p.cndiri. pemegang saham dan direksi

~ Kemvataannya. untuk perbuatan vang telah dilahukan dengan pihak kcliga..:\'ctcmh
akta notaris dibuat tetapi belum disahkan, harus dilakukan pengesahan secara konkrit dan
nyata dengan menerima secara tegas mengambil oper a’la-u mengukuhkan. Dalam memon

penjelasan dikatakan “selama belum dikukuhkan baik Karena perscroan: fidak jadi

® Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1095 - _
(1) Perbuatan hukum vang dilakukan para pendiri unuk kepemingan perseroan sehelum disahkan
mengikat, mengikat perseroan serelah persercan menjadi badan hukum apabila
(a) perseroan secara tegas menvatakan menerima semua perjanjian vang dibuat oleh pendiri
atau orang lain vang ditugaskan pendiri dengan pibak ketiga
(b). perseroan secara tegas menyatakan mengambil alib semua hak dan kewajiban vang timbul
dani per]anjlan vang dibual pendiri atau orang Jain vang ditugaskan pendiri \wlaupun
perjanjian tidak dilakukan atas nama persercan, alau
(c) perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum vang dilgkukan atas nama
perseroan
(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam avat | tidak diterima. tidak diambil
alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan. maka masing-masing pendiri vang melakukan
perbuatan hukum tersebut bertanggung, jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul,
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didirikan atau disahkan mungkin Karena pcrscrozfn tidak melakukan pengukuhan, maka

perseroan ﬁdak dapat menjadi terikat”. Kalau tidak jadi didirikan sudah tentu tidak

menjadi masalah. Perseroan tidak dapat menjadi terikat oleh perjanjian bersangkutan.

Berarti kata-kata dalam memori penjelasan tersebut dirasakan berlebihan. |

Pasal 23% mempakan'ket'entuan yang kabur, karena apakah dengan adanya sanksi
“tanggung renteng”, direksi bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang
dilakukan perseroan, tidak berubah fagi menjadi keadaan yang slcpcrti. dahulunya, hahwa
status badan hukum ini belum pernah ter.selenggara; \.~a1aupun sudah diperoleh -

persetujuan Menteri Kehakiman,

D.1.4, Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas chuv'uan Intelektual (1 IAKI) _

Undang-Undang Tentang HAKI vang terdiri daci Undang-Undang No. 12 Tahun

- 1997 Tentang Hak Cipta, Un-ldang»l_lndnng No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten, l.-’ndnntu-'

Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Muorek. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000
Tehtang_Rahésia' Dagang. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,
Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 Tentang Sickn Terpadu, menurat penulis sudah
sesuai aspek-aspek perdagangan vang hcrkmtaﬁ dengan hak atas kekavaan intelcktual

(TRIPS). Dengan demikian, Indonesia telah memenuhi kKewapiban iternasionalnva

berdasarkan- persctujuan internasional dan konvensi-konvensi perdagangan vang telah

diatndatangani.
Pemerintah R juga harus memperhatikan prinsip dasar yang diatur dalam
persetujuan  TRIPS vaitu prinsip “national treatimen™ vaitu bahwa orang  asing

diperlakukan sama sebagai warganegara sendiri berkattan dengan perlindungan hak atas

~ kekavaan intelektual. prinsip “maoxs favoured nation” clause. vaitu klausula teniang

negara yang paling diuntungkan.
Masalah utama vang dihadapi dalam rangkd ‘TRIPS ini bukanlah undang-

undangnya (hukum positif), melainkan “/xw enforcemens™ dan “budava hukum™ nva.

Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Uidang Perseroan. Terbatas (Baru). Tahur 1995 No. 1
Perbandingan dengan Peraturan Lama, Citra Aditva Bakt, Bandung, 1905 h 6,
% Pasal 23 UU No. ) Tahun 1995 : :
“Selama pendaftaran dan pengumuman scbagaimana vang dimaksud dalam Pasal 21 dan- 22 belum
dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum vany
dilakukan perseroan”.
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Pada kenyataannya dapat kita lihal banyaknya pr‘oduk-pro_dul; 'VCD bajakan atau palsu
atau produk lainnya yang beredar secara terbuka di kota-kota besar di Indonesia seperti
Jakarta, Surabaya, Semarang dil, praktis tanpa hambatan. - '
Masalah penegakan hukum ini bukanlah semata-mata masalah institusi (POLRD)
itu'se_ndiri melainkan juga budaya hukum masyarakat yang belum menghargai karva
seseorang, Krisis-ckonomi semakin memperluas pelanggaran di bidﬁng HAKI.
| Kondisi demikiim. kalau dibiarkan {erus mencrus akan mcndépm kecaman dari
negara-negara lain yang karyanya dibajak sccara membabi buta. Hakilkal TRIPS

sebenarnya adalah untuk meningkatkan secara "f[é:ir“, transparan, jujur, tidak hanya di

antara négara-negara anggota WTO tetapi juga dengan vang belum menjadi anggota,

Bagi negarzi sedang berkembang seperti Indonesia yang pemahaman HAKInva
masih réndah, baik di kalangan praktisi hukum. penegak hukum. dunia usaha, kalangan |
akademis, para peneliti, pencipta dan juga seniman tentu persaingan globat akan sanpat
terasa berat untuk dihadapi. Namun bagi Indonesia tidak ada pilihan lain dan ha‘_m.é
diterima sebagal suatu realilta untuk werlibat di bidang ckonomi global vang memberikan

peranan penting terhadap HAKIL

D.1.5. Undang-Undang Tentang Pasar Modal (Undang-Undang No. 8 Tahun_1995)

Menurat Erman Rajaguguk. pembaharuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1093
perlu segera dilaksanakan kareéna tiga alasan. Pertama, si'sl_uasi ckonomi politik dan
hukum sekarang ini amat berbeda dengan sistuasi tahun 1995 pada waktu Undang-
Undang Pasar Modal dilahirkan, k;adua, globalisasi ekonomi vang diikuﬁ dengan
globalisési hukum mendorong agar Undang—Undang Pasar Modal Indonesia menjadi
peraturan yang komprehensif dan bersaing dengan undang-undang vang sama dari
negara-negara tain, ketiga, Iahirﬁya berbagai undangn-undang baru seperti Undang-

Undang Anti Monopoli dan Persaingan Yang Schat, Undang-Undang Tentang

‘Perlindungan Konsumen dan berkembangnva wuntutan masvarakat bagi perlindungan

lingkungan hidup, menyebabkan Undang-Undang Pasar Modal perlu menampung

aspirasi tersebut.”'

' Erman Rajaguguk, Pembaharan Undang-Undang Dasar Modal, paper pada Lokakarya Rancangan
Perubahan Undang-Undang Pasar Modal vang disclenggarakan oleh Fak Hukum UNDIP bekerjasama
dengan Univ.Indonesia, Bapepam, BEJ dan Univ oi Carolina. Semarang, 23 Aprit 2600 k1



Tujuan dari pembaharuﬁn Uhdang-Undang‘Pasar Modai adalah untuk melindungi
investor dan ekonomi nasional dari penyalahgunaan yang berhubungan dengan jual beli
saham.?? Dinamika lingkungan bisnis yang cukup komplck, yaitu dengan banyaknya
kasus-kasus yang tidak dapat dijaring dengan Undang- Undang Pasar Modal men_]adl
relevan untuk memperbaharui undang- undam3 terscbut.
Beberapa hal yang perlu dikritisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal ini -
pertama berkaitan dengan fungsi Bapepam. Bapepam selama ini dianggab schagai badan
pengawas pasar modal yang tidak independen. Dalam - kasus-kasus tertentu Bapepam
tidak mampu menyelesaikan, Ini disebabkan karena Bapcpam berada di bawah suatu
departemen pemerintah (dhi Dcpartcmeh Keuvangan). “Security lxchange (f(-ir::kfmi.s-.\-ir_;rr“
(SEC) di Amerika Serikat perlu dijadikan . contoh. Oleh karenanya Bapepam  harus
menjadt badan independen vang diangkat lunsuﬁg olclfprcsidcn dun berada langsung di
bawah presiden. | |
Dalam hal profesi penunjang pasar modal seperti Akuntan, /\dvnkal;_ Penilai,
Notaris sebaiknva ditefapkan dalam undaﬁg-undnng vang baru, Karcna materi ini
mengikat masyardkat, Kalau perlu mendapat persciujuan DPR.
Hal lain yang perlu diamisipasi berkaitan dengan femahnyva lJndangJJmiung
Tentang Pasar Modal adalah - ' | o
a. Pemisahan manajer investasi  dan fungsi. perusahaan ctek unwb
mengantisipasi isu benturan kepentingan

b. Penerbitan saham tanpa nilai naminal merupakan suatu opsi keloar bags
emiten dan perusahaan publik |

¢. Penerapan prinsip good corporare governaice, vty kewajiban emiten dan
perusahaan publik memuiki komisaris independen. direktur independen.
komite audit. dan sekretaris perusahaan. Prinsip good corporate governanee
antara lain meliputi fairness, trasparency, accownability, responsibilin

d. Kewajiban mengemukakan kepemilikan efek. baik kcpémilikian langsung

maupun tidak langsung




‘e, Perangkat hukum yang®mendukung sistem pcrda};hngan tanpa warkat. Ini
‘berarti memberi kepastian hukum. Dokumen tertulis yémg dihasilkan dan
sistim atau sarana elektronik perdagangan efek sebagai alat bukti yang sah

‘f  Perumusan sanksi yang tegas. Selama ini sanksi pidana tidak begitu efektif
untuk _mengatas_i‘.kcjahatan. ckonomi karena alasan teknis, praktis, prosedur

dan institus'i. Sanksi perdata lebih efektif daripada sanksi pidana. Kasus
insider trading dalam praktek sdlit untuk diusut, _ |

Undang-Undang Pasar Modal memang tidak bisa terlepas dari kecenderu'ngan

global y.ang menuntut keterbukaan yang semakin‘[uas. Tambahnya -keterbukaan akan
mengakibatkan berkurangnya perbuatan melawan hukum dar penvalahpunaan, Akan
tetapt sebagian besar bergantung kepada hal-hal apa ;\_;ang disampaikan secara terbuka

dan kepada siapa keterbukaan itu disampaikan.

2.2, Analisis Komprehensil

‘Dari keseluruhan undang-undang tersebut di atas nampak bahwa pengaturannya
masih bersifat “sendiri-sendiri” artinya  belum  diatur sccara  komprehensil.  Ini
menandakan bahwa penanganan sistem hukum belum profesional. Nampak pula hahwa
“legal spirit” dari scbagian undang-undungﬁya berbeda. Contoh dapat dilihat Jega/ .v,mru-
dari UUPA-yang masih berbasis pada budava agraris. Sementara undang-undang vang
sudah mencerminkan pada budaya modern dengan semangat globalisasi seperti Undang-
Undang. PT, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang HAIKI, dan Undang-Undang -
- Tentang PMA tidak berjalan pada “koridor” vang sama. Pelanggaran terhadap prinsip
“national treatment”, “MFN" dan kemudahan akses pasar masih saja tegjadi.

Pelaksanaan pada tingkat pﬁlksis, malah saling betentangan. Contoh dapat dilihat
peraturan pelaksanaan di bidang PMA. dalam hal im PP No 20 tahun 1994 vang diubah
oleh Keppres No. 96 Tahun 2000 vang malah menciptakan restriksi dibidang investasi.

Kalau kita mengacu kepada 1§e111ikiran positivisme hukum. jelas bahwa formal-
logisnya sudah terpenuhi dengan adanva jaminan kepastian hukum namun substansinva
vang harus disesuaikan dengan perkembangan dan berada pada satu sistem hukunm. Olch

karena itu kesamaan pendapat dari para sarjana hukum tentang kebenaran nilai-nilai vang

ﬁ‘m ?\




- diatur di dalam undang-undanf, s'angatlah pumng Kebenaran ilmu hukum normatrf
adalah kebenaran pragmatig. _ ' )

leuatnya peraturan-peraturan (hukum) dalam ram,ka g,lobalmaql ekonomi ini
tentunya dlhar-apkan mcmberlkan kemanfaaian. bagi Lgap_mhtuaan negara. Oleh ka__r_um |
itli, me_nurm paham “utilitarianis” bt_:bcrépa produk undang-undang scbagai hasil dari
globalisasi ekonomi harus senantiasa dilakukan “evaluasi hukum™, Bila ternyata produk
hukum tersebut .tidak membérikan kem‘ant‘aatah maka qn.bmknya diubzh atau
d|sempumakan atau dilakukan penvequa\'m penyesuaian.

Dengan demikian penerapan prinsip hukum bisnis “fuw of cuse u/ eniry, ease n/"
exit” belum dijalankan secara konsckuen dalam kcrungkn globalisdsi ckonomi dan
hukum. Sebagian produk hukum tersebut masih saja bersifat restriktif. Kecuali produk

hukum di bidang HAK], hanya dirasakan [emah di dalam penegakannya.
_ 1Y o : .

E. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan scbagai berikut ; '
R -Sebagai konsekuenst- ikutnva Indonesia dalam perjanjian WTO. pemerintah 1elah
melakukan 'penyesuaian beberapa produk hukum. Namun dcmikiati.Ip'cmcrinlah
“belum mengimplementasikan prinsip “fer of vase of entry, case of exit”. Masih
' diiumpm'- adanya pembatasan-pembatasan seperts di hidang i:w&tmi (chﬁrca No. 96
Tahun 2000), di bIdang penamhan (UUPA) Pel'mg,yudn terhqdqp prinsip ‘national
treatment”™ masih 1Ll‘jddl _
Empat produk hukum yaitu UU No | Tahun l%? LU No § lahun 1960 ( UUI’A) |
uu No. | Tahun 1995, UU No. 8 Tahun 199\ befum seirama dahm mt.ng,atur
-btdang-bldang, vang terkait, Sebagian undang-undang vaitu UUPA dan Ul No.

(3%

Tahuin 1967 belum mampu mengimoangi globalisasi ekonomi dan hukum. "l,;fgul-
. §pirif” nya berbeda | -

Derigan mengacu Pada pemikiran Jeremias Bentham. tentang 1 irilitarianisme”

LY I

- (kemanfaatan) ternyata beberapa produk hukum bisnis tersebut di atas belum mampu
memberikan manfaat yang sebt.qar-beqarnva bagi masvarakal Citeh karena itu.
“evaluasi hukum” tetap terus dilakukan dalath ram.ka menuju sistem hukum van;_;

_sesual dengan perkembangan global

TR
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